PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN

Menimbang : a.

Mengingat

: 1.

EKONOMI INDONESIA 2011-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka merespon dinamika ekonomi domestik
dan global, serta untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor
32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011
tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembanguan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

3. Peraturan ...
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3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia 2011-2025;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025,

diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Menetapkan Masterplan Percepatan dan  Perluasan
Pembangunan Ekonmi Indonesia 2011-2025, yang
selanjutnya disebut MP3EI.

(2) MP3EI adalah arahan strategis dalam percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode
15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai
dengan tahun 2025, dalam rangka pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan

melengkapi dokumen perencanaan.

(3) MP3EI ...
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(3) MP3EI terdiri dari:
a. Buku I, meliputi:
1) Pendahuluan;
2) Prasyarat dan Strategi MP3EI,
3) Koridor Ekonomi Indonesia; dan
4) Pelaksanaan dan Tata Kelola MP3EI.
b. Buku II, yaitu Daftar Proyek dan Regulasi MP3EI.

(4) Buku I dan Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
masing-masing tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran
II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati



